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ABSTRAK

Muhammad Alvin Alviansyah. 201910115321. Penegakan Hukum Terhadap Pengguna
Mata Uang Bitcoin Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Bitcoin adalah jenis mata uang cryptocurrency yang disimpan dalam komputer dan dapat
digunakan untuk mengantikan uang tunai dalam transaksi jual beli secara online melalui
ecommerce. Bitcoin diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi (BAPEBTI) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar
Fuisik Aset Kripto di Busra Berjangka, dimana bitcoin hanya diperbolehkan sebagai aset
tetapi pada fakta nya bitcoin dijadikan wadah dalam menempatkan uang dari hasil suatu
tindak pidana, contoh dalam kasus PT. ASABRI, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya
regulasi yang pasti mengenai pengguna bitcoin selain sebagai asset. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui apakah regulasi dalam mata uang bitcoin berdampak pada tindak pidana
pencucian uang dan sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang Bitcoin.
Penelitian hukum normatif ini mengkaji data sekunder seperti peraturan perundang-
undangan, teori hukum dan doktrin hukum yang relevan terkait penegakan hukum. Hasil
penelitian yang pertama, regulasi BAPEBTI terhadap penggunaan mata uang bitcoin
berdampak pada tindak pidana pencucian uang karena transaksinya yang bersifat anonim;
Kedua, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna mata uang bitcoin yaitu Pasal
3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian uang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penggunaan Bitcoin, Sanksi Pidana.
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ABSTRACT

Muhammad Alvin Alviansyah. 201910115321. Law Enforcement Against Bitcoin Currency
Users Which Impacts Money Laundering Crimes

Bitcoin is a type of cryptocurrency that is stored in a computer and can be used to replace cash in
online buying and selling transactions via e-commerce. Bitcoin is regulated in the Commodity
Futures Trading Supervisory Agency (BAPEBTI) Regulation Number 13 of 2022 concerning
Guidelines for Organizing the Crypto Asset Fluid Market in Futures, where bitcoin is only allowed as
an asset but in fact bitcoin is used as a container for placing money from the proceeds of a criminal
act, for example in the case of PT. ASABRI, this can happen because of the lack of definite regulations
regarding bitcoin users other than as an asset. The aim of this research is to find out whether
regulations regarding the Bitcoin currency have an impact on money laundering crimes and whether
criminal sanctions can be applied to Bitcoin currency users. This normative legal research examines
secondary data such as statutory regulations, legal theory and relevant legal doctrine related to law
enforcement. The results of the first research, BAPEBTI regulations regarding the use of bitcoin
currency have an impact on money laundering crimes because the transactions are anonymous;
Second, criminal sanctions that can be applied to bitcoin currency users are Articles 3, 4, and 5 of
Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.

Keywords: Law Enforcement, Use of Bitcoin, Criminal Sanctions.
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